BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
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TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

-ﬁENGANi RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

: 1.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat ({1}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peméi-‘intaﬁaﬁ"“’;Daer‘ah sebagaimana telah diubah
bebefapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
N’bmﬁxr_ 9 Tahun 2015 tentarig Perubahan Kedua Atas

-'Unde{ng-Undang Nomor 23 | Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyamipaikati
rancangan Peraturan Daerah tentang
Per:ahggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah

- dipertksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling

lambat & (enam} bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Peiaks&naan Anggaran Pendapatan dari Bélanja
Daersgh Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indofiesia Tahun 1945;

Und-aﬁig~Und&n~g Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuarigan }Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang
'Perbéndaharaa;n Negara (Lembaran 'N-ega,ra“ Rc?t'%bllk':
Indcmesm Tahun 2004 Nomor 5 Tambéhan
Lembaran Negara Républik Indoriesia Noior 4355});

Undang«Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang.
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab:
Keuangan Negara (Lembaram Negara Republik

Indcnesra Tahun 2004 Nomor 66, Tambahzan

Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I’ndo.ﬁésia Tahun 2004 Nomor 126, Tanmibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Unda}xg-—{m_dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
‘(‘Lez:n}isaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
N.omdr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
'I».ndoriesia- Nomor 5234);

Unda;hgﬂndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemé::rintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
_fi’nd@rges’ia Tahun 2014 WNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sevbagzai_mana telah diubah beberapa kali terakhir
:d:enggim Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tén..tar%)g Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No-rhaijr- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-(Lemiba-ran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonema Nomor 5679);

Peraturan Pererintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarig
Sist‘eix‘;n‘ Informasi Keuangan Daerah ({Lembaran
Negéai-a Republik Indonesia Tehun 2005 Nomer 138,
-’I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 4576);

Pera&uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Peiaporan Keucmgan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



10.

11,

12.

13.

14,

15,

16.

N'orno'r;. 25, Tambahan Lembaran Negara Républik
indonesia Nomor 4614); ‘
Perattfi‘*an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
'Pembznaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
.Incionesm Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tcntang Pedoman Pefigelolaan Keuangan

'Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

iterakmr dengan Peraturan Menteri Palam Negeri

Nomm‘ 21 Tahun 2011 teniang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor 13 Tahun
2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Perat‘d;an Menteri [ﬁ-aiam Negeri Nomor 64 Tahun
7013 ' tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemermtahan Berbasm Akruad;

Perdturan Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomof
80 ‘I‘ahun zms tentang Pembentukan Proqu Hukum
Daerah (Berita Negara Repubhk lndones;a Tahun
2015 NOI’HUI’ 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Puratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dajam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Permbentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara.
chubhk Indonesia Tahun 2018 Nemor 157};

Pcraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
No_mcg; 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

'-'Péngge}claaﬁ Keuarngan Daerah;

Perai?ftf_lran. ‘Daerah Kabupaten Bolaang Mengondew
Nomor 10 Tahun 2017 tenitang Anggaran Pendapatan
dan Belarua Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
P‘enapatari dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20185




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
;. dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
MEMUTUSKAN:
Menetapkan © PERATURAN 'DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TA.HUN ANGGARAN 2018.
- Pasal 1

(1) Pertanggungjawa‘ban: pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat

a. Laporan realisasi -a}nggaran;

b. Laporan pe’mba—haiﬁ saldo anggaran lebih;
¢. Neraca; |

d. Laporan opera»siohgal;

e. Laporan arus kas,

f. Laporan pembahs&n ekuitas; dan

g. Catatan atas lap:or;an keuangan

{2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha millk daerah/ perusahaan



+ Pengeluaran | f Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 35.205.029.042,73

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud datam Pasal 2

i

sebagai berikut :

1. Selisih ahggaran dengan realisasi pendapatan sejumiah
(Rp 6.695.357.004,00} dé.engan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pén:&apatan setelah
perubahan ; ‘ Rp.  1.035.414.181.641,00
b. Realisasi ‘ _ Rp. 1.028.718:824.637,00
Selisih tebih / (kurang; " Rp. (6.695.357.004,00)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 65.174.065.785,21)

dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran belanja setelah perubahan  Kp.  1.071.115.167.562,21

b. Realisasi : kp.  1.005.941.101.777,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (65.174.065.785,21)

3. Selisih anggaran dan realisast surplus/defisit sejumlah
Rp 58.478.708.781,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.  (35.700.985.921,21)

b. Realisasi E Rp. 92.777.722.860,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 58.478.708.781,21

4, Selisth anggaran dz{m realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp 413.456.878,48) - dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 35.700.985.921,21
b. Realisasi :' Rp. 35.205.029.042;,78
Selisih lebih /' (kurang) Rp: (405.956.878,48)

5. Selisih anggaran dan . realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00

- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pangemaran pembiayaan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih / .(-k::;lrang) Rp. 0,00

6. Selisih  anggaran | dan  realisasi pembiayaan  netto sejumiah
(Rp 413.456.878,48) - dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembt%xyaan neto Rp. 35.700.985.921,21
b. Realisasi Rp. 35.205.029.042,73

Selisih lebih / {kurang) s . Rp. {(495.956.878,48)



i
Pasal 4
o . . 1 dglam Pasal
o0 saldo anggaran lebih sebagaimana dzmaksufi dal
lLaporan perubahan S L 018 ebagai berikut
1 huruf b per 31 Desembet Tahun 20106 8 |
bih A ) Rp. 35.700.985.9’2 1,21
| n lebih AW& o
a. Saldo Anggara M Rp. 35.205.029.042,73
b. Penggunaan SAL tahun berjalan
i . wAdidat , 1 KELLE tahun
c. Koreksl Kesalahan pembukuan
sebelumnya Rp- (495‘95‘6‘878’00)
4. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.  57.982.751.902,73
_ : Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun
@ 7018 sebagal berikut : '
a. Jumlah aset o o Rp. 1.559.073.801.073,61
b. Jumlah kewajiban Rp. 8.626.325.896,00
c. Jumlah ekuitas Rp. 1.550.447.475.177,61
Pasal &
Laporan }operasional seﬁagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir é,a.mpai dengan 31 Desember tahun 20 18 sebagai
berikut : '
Kegiatan Operasional
) a. Pendapatan o Rp. 1.029.141.430.2283,00
b. Béban o Rp.  890.286.102.986,10
Surplus/{defisit} Rp. 138.855.327.236,90
Kegiatan Non Operasional Rp. 4.600.321.714,00
Surplus/(defisit) Rp. (4.600.321.714,00)
Pos Luar Biasa ' |
a. Pendapatan o Rp. 0,00
b. Beban G Rp. 216.714.000,00
Surplus/(defisit) | Rp. {216.7 14,000,00)
Surplus/{defisit) -LO - ~ Rp.  134.038.291.522,90
: Pasal 7
f

Laporan arus kas sebage;tfimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untitk tahun
yang berakhif sampal dehgan 31 Deseitiber tatiun 2018 sebugai berikitt :

3
V



Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2018
Koreksi saldo awal kas

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris
Saldo kas akhir per 31 Desember 2018

il - -

Pasal 8

Rp.

Rp

Rp.
Rp.

33.766.734.453,48
202.610.797.022,00
(177.778.103.785,00)
0,00

(87.061.439,48)
58.512.366.251,00

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai

berikut :

a. jumlah ekuitas awal

b. surplus / (Defisit) - LO

c. dampak kumulatif perubahan Kebijakan/
kesalahan mendasar

d. jumlah ekuitas Akhir

Pasal 9

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

1.427.903.017.645,54
134.038.291.522,90

(11.493.833.990,83)
1.550.447.475.177,61

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 1 ayat (1)

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara lkuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daérah ini, terdifi dari :

Lampiran | ! Laporan realisasi anggaran;

Lampiran .1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organinsasi;

Lampiran .2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

: pemerintahan daerah,

belanja dan pembiayaan;

dan organisasi, pendapatan,

Lampiran .3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;



Lampiran 1.4 'A

Lampiran I
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran X1
Lampiran XII

Lampiran Xt
Lampiran X}V
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XvHl
Lampiran XIX

Lampiran XX

'R6ka§)itu.lasi' realisasi’ anggaran belanja daerah iintuk
kese.lérasan dan keterpaduan urusan = pemerintahan
d‘aera;h dan fungsi dalam’ kerangka ,p‘e_ng_efolaan
keuangan Negara;

L&;}i\c}i%arz. Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

La;p(ﬁfan Operasional;

L-apmfa-.n Perubahan Ekuitas;

Neralcga;

Lapgr?an Arus Kas,;

Catat:z%é;n atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulast penyisihan piutang tidak tertaglh
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
berguhz

Daftar penyertdan modal {investasi) daerah

Daftar penambahan  dan

pengt‘irangan aset tetap daerah;

' rekapitulasi  realisasi
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Dafta‘xi rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftaf*rekapitulasi aset lainnysa;

Da;fts{g dana cadangan daerah;

Daftaf kewajiban jangka pendek;

Daftar; kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tabun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /

perusahaan daerah.

Pasal i1

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dan Ikhtisar laporan kenangan ba@an usaha milik daerah/ pemsahaan
daerah tercartum dalam Lampiran XX vyang merupakan bagian tidak:
terpisahkan dari Peraturapﬁa.erah ini.



Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengena; penjabaran pertanggung;awazban pelak
APRD sebagai rincian dari pertanggun-awaban pelaksanaan APBD ditetapkext

dengan Peraturan Kepa—la Daerah.
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulsu perlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal L 6 A%A HMS 2619%

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 26 Agusws 2019
SEKRETAR SAE

AR NEO KNG MONGONDOW,

g ) -
ALLANG |

P

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGO
pgovmsz »SEULAW}ES;I U*I‘ARA { 3 / 2019) LEMBARAN DAERAEF KABUFATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR %




